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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CEDE PASEK SUARDIKA

Jabatan : Inspektur Jenderai

Seianjutnya disebut pihak perlama

Nama : BUD! KARYA SUMADI

Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama. seianjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan meiakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MENTERI PERHUBUNGAN

6UDI KA SUMADI

Jakarta,^ Februari 2020
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^ NIP. 19630717 198903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No Sasaran Strateaia (SS) Indikator Ktneda Utama (iKU) SaUian Taraet

(1) m (3) <4) <6) .

1 Terwujudnya pengawasan dan pengendalian intern yar>g
memPeri nilai tambah

1. Rata-rata Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan Kementenan Peitiubungan Opini WTP

2. Indeks kepuasan pengawasan oleh Audrti (pemangku kepentingan) Level 4

2 Kepuasan Auditi yang tinggi Efektif 3. Indeks kepuasan pengawasan oleh Audrti (Pengguna Layanan) Level 4

3 Kepatuhan Auditi yang tinggi

4. Persentase Rekwnendasi LHP BPK yang ditindaklanjuli Persentase 70

5. Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang diUndaklanjuti Persentase 85

6. Persentase Tmdak Lanjut Pengaduan dt Lingkungan Kementehan Perhubungan Persentase 100

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat I
2. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat II
3. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat 111
4. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat IV
5. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Investlgasi
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Anggaran :

Rp 8.730.333-000,-
8.287.948.000,-

8.592.300.000,-

8.428.160.000,-

7.091.952.000,-
Rd 83.481.747.000.-

Rp124.612.400.000,

Rp

Rp
Rp

Rp

Disetujui,
Jakarta, ? Februah 202O
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